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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintah yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel menjadi tuntutan 

masyarakat saat ini dalam menjalankan pemerintahan, baik pemerintahan pusat 

maupun pemerintahan daerah. Pemerintah pusat yang diwakili oleh pemerintah 

daerah dari masing-masing daerah harus mencanangkan peningkatan Pelayanan 

Birokrasi kepada masyarakat dengan arahan kebijakan dalam menciptakan tata 

pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good Governance). 

Pemerintahan yang bersih, dengan struktur birokrasi yang bebas dari KKN, 

merupakan satu-satunya jalan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Tata 

pemerintahan yang bersih yang dijalankan di suatu negara dengan masyarakat yang 

kuat dikenal dari pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang bersih mengharuskan 

pemerintah bersikap proaktif, bermoral, dan juga dilengkapi dengan checks and 

balances (De costa, 2023)  

Pemerintah telah mengeluarkan 3 perundang-undangan dibidang keuangan 

Negara dalam rangka upaya mereformasi dibidang keuangan, yaitu Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2004 tentang Keuangan Negara serta untuk menciptakan Good Governance 

melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara 
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yang bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian Intern dalam mengelola 

keuangan negara. (RTP Bappeda Litbang Kota Palembang, 2024).  

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan 

negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, 

gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan . (RTP Bappeda Litbang Kota Palembang, 

2024).  

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diartikan sebagai proses yang 

integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh 

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas 

tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu: 

1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan; 

2. Keandalan pelaporan keuangan; 

3. Pengamanan aset negara; 

4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, pasal 58 ayat (1) 

dan (2) dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan 

akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan Negara. Presiden selaku kepala 

pemerintahan mengatur dan menjalankan sistem pengendalian intern di lingkungan 

pemerintahan secara menyeluruh, yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. . 

(RTP Bappeda Litbang Kota Palembang, 2024).  
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Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (SPIP). Terbitnya peraturan pemerintah tersebut selain sebagai 

amanah dari reformasi di bidang keuangan Negara juga ditujukan mengatasi 

permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah sebagaimana telah dijelaskan diatas. 

Dengan membangun SPIP secara berkelanjutan pada akhirnya ditujukan untuk 

menciptakan pelaporan keuangan pemerintah yang handal, kegiatan yang efektif 

dan efisien, taat pada peraturan, serta iklim yang kondusif untuk mencegah korupsi 

(clean goverment), merupakan akuntabilitas yang akhirnya menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governace). 

Pencapaian atas pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan, 

dan akuntabel, Pemerintah mengeluarkan peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 

2008 yang mengatur mengenai pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan 

pemerintah. Untuk mencapai hal tersebut telah jelas disebut dalam pasal 2 ayat (1) 

Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota wajib melakukan 

pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Lebih lanjut dalam 

pasal 2 ayat (2) juga disebutkan bahwa pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan 

berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah. 

Seperti yang telah diuraikan, SPIP merupakan suatu kewajiban bagi Pemerintah 

baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mencapai Sistem 

Birokrasi yang memadai dalam rangka menjalankan sistem kepemerintahan yang 

baik. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ini terdiri dari 5 unsur yaitu: 

Lingkungan Pengendalian, Pengendalian Resiko, Kegiatan Pengendalian, 
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Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan Pengendalian Intern. (RTP Bappeda 

Litbang Kota Palembang, 2024).  

Pertama, Lingkungan pengendalian merupakan elemen terpenting yang 

melandasi unsur-unsur lainnya dalam sistem pengendalian. Lingkungan 

pengendalian berkaitan dengan orang, moralitas, integritas, kejujuran, dan 

kompetensi. Sebaik apapun sistem pengendalian yang dibangun jika orang- orang 

yang melaksanakan pengendalian tersebut tidak baik maka akan rusak sistem yang 

dibangun, sebaliknya meskipun sistemnya belum sempurna tetapi jika dijalankan 

oleh orang-orang yang baik maka akan mampu membawa kebaikan. Karena 

organisasi tidak dapat menjamin bahwa semua orang baik atau orang yang baik 

akan selalu baik, maka diperlukan unsur pengendalian lainnya. Kedua, penilaian 

resiko dalam pengendalian intern harus memberikan penilaian atas resiko yang 

dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. 

Ketiga, kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan 

Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif 

dalam pencapaian tujuan organisasi. Keempat, informasi dan komunikasi adalah 

manajemen dan karyawan dapat memperoleh informasi dan dapat berkomunikasi 

dengan atasan dan atau rekan kerjanya yang memungkinkan mereka memahami 

tugas dan tanggung jawab pengendalian secara baik. informasi dan komunikasi juga 

digunakan untuk memastikan bahwa dalam organisasi terdapa alur informasi yang 

jelas dan mudah antara pimpinan dengan bawahan, dari bawahan ke atasan, atau 

antara karyawan. Kelima, pemantauan (monitoring) harus dapat menilai kualitas 

kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan 

reviu lainnya dapat segera ditindak lanjuti. 
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Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai 

bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi. Oleh 

karenanya, para pemimpin/pejabat instansi Pemerintah (SKPD) wajib melakukan 

pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam rangka untuk 

mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan 

akuntabel dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 

Bappeda Litbang kota Palembang merupakan salah satu perangkat daerah 

pemerintah kota Palembang yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota Palembang. Bappeda Litbang 

kota Palembang dibentuk berdasarkan peraturan daerah kota palembang nomor 10 

tahun 2008 sebagaimana telah diubah sebanyak 5 (lima) kali terakhir dengan 

peraturan daerah kota Palembang nomor 9 tahun 2019 tentang perubahan atas 

peraturan daerah kota Palembang nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan 

susunan perangkat daerah kota Palembang dan peraturan walikota Palembang 

nomor 72 tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja 

badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan kota 

Palembang sebagaimana diubah dengan peraturan walikota Palembang nomor 2 

tahun 2020 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan (Bappeda 

Litbang) Kota Palembang.  

Adapun peraturan Walikota Palembang nomor 36 Tahun 2022 tentang 

Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Serta 
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peraturan Walikota Palembang nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana 

Pembangunan Daerah Kota Palembang Tahun 2024-2026. 

Pemerintah memiliki beberapa fungsi, salah satunya pelayanan yang 

berhubungan langsung dengan unit organisasi pemerintah yang memberikan 

pelayanan langsung kepada masyarakat (Hardiyansyah, 2018). Pelayanan ini diatur 

dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.  Sebagai 

upaya membantu dan mengarahkan organisasi mencapai tujuan pelayanan 

diperlukan sebuah sistem yang terintegrasi, sehingga organisasi bergerak menuju 

tujuan yang telah ditetapkan (Indri, 2023).  

Sistem pengendalian intern menjadi solusi yang dapat diterapkan untuk 

membantu organisasi mencapai tujuannya. Pemerintah telah mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (selanjutnya disingkat SPIP) yang mengadopsi dari COSO (Internal 

Control Framework) dengan dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan 

kebutuhan dan karakteristik pemerintahan di Indonesia. SPIP terdiri dari lima 

unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, 

informasi dan komunikasi, serta pemantauan (Kuntadi, 2022).  

Sebuah Kementerian/Lembaga dinilai telah menerapkan SPIP dengan baik jika 

nilai minimal maturitas SPIP yaitu pada level 3 (terdefinisi) (Kuntadi, 2022). Nilai 

maksimal dari maturitas SPIP yaitu level 5 (optimum) dengan beberapa ketentuan 

sebagai berikut: 

1. Telah melakukan penyusunan rencana kinerja  

2. Telah melakukan pendefinisan kinerja 
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3. Telah menyusun strategi pencapaian sasaran yang relevan dan terintegrasi  

4. Telah terdapat desain dan kebijakan terkait pengendalian  

5. Telah melaksanakan struktur dan proses pengendalian  

6. Telah efektifnya pelaksanaan struktur dan proses pengendalian  

7. Adaptif terhadap perubahan   

Karakteristik maturitas SPIP dapat dilihat pada gambar berikut: 

Gambar 1.  

Maturitas SPIP 

 

 

Sumber : BPKP dikutip dari Hanasri, R., & Busono, P. (2021) 

Perencanaan strategis sebagai kerangka awal dari keseluruhan proses 

pelaksanaan pembangunan, merupakan tahapan sangat penting dilaksanakan oleh 

satuan organisasi pemerintah. Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 disebutkan 

bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil 

yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan 

memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Dengan 
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demikian, perencanaan strategis merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi 

persoalan yang dihadapi, sehingga rencana strategis yang dibuat oleh pimpinan 

puncak bersama staf dapat diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi tersebut (Lalongsa, 2023).  

Kerangka kerja pertama untuk keseluruhan proses adalah perencanaan strategis. 

Salah satu tahapan krusial yang dilakukan unit organisasi pemerintah adalah 

pelaksanaan pembangunan. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, bahwa 

perencanaan strategis adalah proses yang berorientasi pada hasil yang harus 

diselesaikan dalam waktu satu sampai lima tahun dengan tetap mempertimbangkan 

peluang dan tantangan di masa depan. Oleh karena itu, perencanaan strategis 

sebenarnya diperlukan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Manajemen 

puncak dan karyawan membuat rencana strategis, yang kemudian dilaksanakan di 

seluruh tingkat organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan (Lalongsa, 2023).  

Akuntabilitas pengawasan diharapkan dapat tercapai dengan adanya rencana 

strategis. Untuk dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga, perencanaan 

strategis merupakan alat dan pendekatan yang direkomendasikan. pemerintah, dan 

sejumlah metode akuntabilitas kinerja penting digunakan untuk mengukur dan 

mengevaluasi efektivitasnya. Dalam proses evaluasi penerapan sistem 

pengendalian intern pemerintah, ini masih menemui kendala, sebagai berikut : 

1. Proses Evaluasi Kinerja yang Belum Dilaksanakan Secara Optimal 

2. Audit yang Belum Berbasis Kinerja 

3. Belum adanya SOP SPIP pada Bappeda Litbang 

4. Kurangnya SDM yang memahami terkait SPIP di Bappeda Litbang 
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Salah satu elemen utama yang dapat memfasilitasi implementasi yang efektif 

pada pengendalian intern mengacu pada seberapa baik Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP) menjalankan tugasnya. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 

(APIP), ini beroperasi membantu Walikota mengawasi Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Hal ini sesuai 

dengan peran Inspektorat Daerah yang melakukan pengawasan kinerja dan 

keuangan internal (Lalongsa, 2023).   

Dari hasil penelitian sebelumya yang dilakukan oleh Indriani, R., & Siswantoro, 

D. (2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPIP di Instansi 

Pemerintah X sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kelemahan yang 

signifikan. Dari 11 temuan yang diperoleh BPK pada tahun 2020, 9 di antaranya 

terkait dengan pengendalian intern, khususnya dalam penyaluran bantuan program 

prioritas nasional. Kesimpulan berulang ini dapat menghambat pencapaian tujuan 

program. Selain itu, penguatan pemantauan pengendalian internal diperlukan 

karena hasil evaluasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti, menghambat perbaikan 

yang optimal. Amelia, D., & Halim, A. (2021). Hasil penelitian menemukan bahwa 

penerapan SPIP pada Sub Bagian Keuangan di Dinas Perindustrian Sleman telah 

efektif dengan skor level 4 (“Terkelola & Terukur”), sesuai PP No. 60 Tahun 2008. 

Sistem telah terdokumentasi dan terotomatisasi melalui SIKD, namun terdapat 

kelemahan di dalamnya pelatihan SDM, penyerapan sistem akses, dan pemantauan 

evaluasi yang belum otomatis.  

Penerapan SPIP ini diharapkan mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan 

tata kelola pemerintah yang baik, bahwa SPIP mempunyai 4 (empat) tujuan yang 

ingin dicapai yaitu (1) Kegiatan yang efektif dan efisien; (2) Laporan keuangan 
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yang dapat diandalkan; (3) Pengamanan aset negara; dan (4) Ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan. Merujuk hal tersebut maka peneliti tertarik ingin 

mengetahui bagaimana evaluasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

dengan judul “Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) 

Pada Bappeda Litbang Kota Palembang”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat dirumuskan suatu permasalahan, 

sebagai berikut :  

1) Bagaimana penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada 

Bappeda Litbang Kota Palembang? 

2) Faktor pendukung dan faktor penghambat apa saja dalam penerapan (SPIP) 

pada Bappeda Litbang Kota Palembang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian ini adalah : 

1) Untuk mengetahui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP) pada Bappeda Litbang Kota Palembang.  

2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan 

SPIP pada Bappeda Litbang Kota Palembang 

1.4 Manfaat Penelitian 
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Penelitian berjudul “Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (Spip) Pada Bappeda Litbang Kota Palembang” diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap pengembangan teori tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP). Dengan memahami implementasi SPIP dalam pengawasan program 

pembangunan, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang 

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya terkait 

pengendalian internal dalam organisasi pemerintah. 

2. Manfaat Praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Bappeda Litbang Kota 

Palembang dan instansi pemerintah lainnya dalam mengoptimalkan evaluasi 

SPIP. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang elemen-elemen SPIP, seperti 

lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi 

dan komunikasi, serta pemantauan, diharapkan dapat meningkatkan evaluasi 

kinerja SPIP pada Bappeda Litbang kota Palembang. 

3. Manfaat Akademis, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan bahan 

pembelajaran bagi mahasiswa dan peneliti lainnya yang tertarik mempelajari 

sistem pengendalian internal, tata kelola pemerintah. Diharapkan penelitian ini 

dapat menjadi referensi untuk penelitian lanjutan di bidang yang sama atau yang 

terkait. 
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